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A. Teori Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Kewenangan terdiri dari beberapa wewenang yang merupakan kekuasaan
terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang
pemerintahan. Istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang sering ditemukan
dalam literature ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum.?

Ateng Syafrudin' berpendapat ada perbedaan antara pengertian
kewenangan dan wewenang. Kewenangan (authority, gezag) adalah apa yang
diberikan oleh undang-undang dan wewenang (competence, bevoegheid) hanya
mengenai suatu “onderdeel” (bagian) tertentu saja dari kewenangan.?

Menurut H.D. Stoud wewenang merupakan keseluruhan peraturan yang
berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek
hukum publik dalam hukum publik. Sedangkan secara yuridis, wewenang
merupakan kemampuan yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk
menimbulkan akibat-akibat hukum 2

Wewenang dan kekuasaan memiliki makna yang sama. Kekuasaan adalah
unsur yang esensial dalam suatu Negara dalam prosesnya menyelenggarakan roda
pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya.* Menurut Miriam Budiardjo
kekuasaan merupakan kemampuan perorangan atau sekelompok orang untuk
memengaruhi tingkah laku seseorang atau-sekelompok orang lainnya sehingga

tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan seseorang, sekelompok orang

! Prajudi Atmosudirjo, 2005, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hal. 78

2 1bid.

3 Indrohato, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Pauluas Efendie Lotulung, Himpunan
Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994. Hal. 65.

4 A. Gunawan Setiardja, Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyakarat Indonesia,
Kanisius, Jogjakarta, 1990. Hal. 52.



atau Negara. Kekuasaan mempunyai dua unsur, yakni unsur politik dan unsur
hukum, sedangkan kewenangan hanya mempunyai unsur hukum.®

Kewenangan (authority) mengartikan hal yang berbeda dengan wewenang
(competence). Jika kewenangan adalah kekuasaan formal dari peraturan
perundang-undangan, lain halnya dengan wewenang yang merupakan spesifikasi

dari kewenangan.®
2. Jenis Jenis Kewenangan

Menurut sifatnya, kewenangan terbagi atas tiga macam, yaitu bersifat
terikat, bersifat fakultatif (pilihan) dan bersifat bebas. Hal-hal tersebut sangat
berkaitan dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan
(besluiten) atau  ketetapan-ketetapan (bechikingen) oleh lembaga-lembaga
pemerintahan sehingga dikenal dengan adanya ketetapan-ketetapan yang bersifat
terikat dan bebas.’

Menurut Philipus M. Hadjon kewenangan-diperoleh dari tiga macam
sumber, yaitu atribusi, delegasi, mandate. Kewenangan atribusi lazimnya
digariskan melalui pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-Undang Dasar,
kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari
pelimpahan.®

B. Penyidikan dan Penyelidikan

1. Penyidikan
Pasal 1 angka 2 KUHAP, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan
penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Dalam

5 Miriam Budiardjo, 1998, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustakan Utama, Jakarta. Hal. 35-36.

® 1bid.

" Op.Cit, Prajudi Atmosudirjo. Hal. 80.
8 Philipus M. Hadjon, 2008, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, UGM Press, Yogyakarta. Hal. 5.



Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pasal 1 angka 13, disebutkan “Penyidikan adalah serangkaian
tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-
Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya”.

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian
Opsporing - (Belanda), Investigation (Inggris) dan Penyiasatan atau Siasat
(Malaysia).® Menurut De Pinto, menyidik (Opsporing) berarti “Pemeriksaan
permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang segera
setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan,
bahwa terjadi pelanggaran hukum?.*

“Penyidikan - merupakan tindak - lanjut dari suatu penyelidikan.
Pelaksanaan tugas-tugas penyidikan ditangani oleh pejabat penyidik atau
penyidik pembantu, sesuai dengan kewenangannya masing-masing sebagaimana
diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 11 KUHAP”.}

Penyidikan harus diarahkan kepada pembuktian, sehingga tersangka
dapat dituntut kemudian dihukum. Tidak benar apabila penyidikan lebih
mengarah kepada pengakuan tersangka melakukan tindak pidana. Akibatnya

akan terus terjadi tindakan yang tidak benar dari penyidik terhadap tersangka

guna mendapat pengakuan tersangka melakukan tindak pidana. Atas dugaan itu

9 Hamzah Andi. 2004. Hukum Acara Pidana Indonesia, Cet.l11. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 118

10 1bid.

11 1bid. Hal.120.



penyidik harus melakukan proses penyidikan guna mendapatkan bukti-bukti
yang menguatkan bahwa benar tersangka yang melakukan tindak pidana.

Pengertian penyidikan pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu:

1) Istilah dan pengertian secara gramatikal. Dalam kamus besar Bahasa
Indonesia terbitan Balai Pustaka cetakan kedua tahun 1989 halaman
837 dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah
serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk
mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana. Asal kata
penyidikan adalah sidik yang berarti periksa, menyidik, menyelidik
atau Mengamat-amati;

2) Istilah dan pengertian secara yuridis. Dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP
dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah
serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur
dalam undang-undang ini untuk mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna
menemukan tersangkanya.

Dalam hal melaksanakan penyidikan maka harus bersandar pada hak
tersangka Sebelum ada bukti-bukti yang menyatakan tersangka benar bersalah,
tersangka harus dianggap tidak bersalah (asas praduga tak bersalah) dan dijamin
hak-haknya. “Jika seseorang ditangkap atau ditahan, sedangkan menurut ukuran
objektif tidak patut dipandang telah melakukan delik itu, maka penyidik dapat

diancam pidana melanggar kemerdekaan orang baik sengaja maupun kulpa”.'?

12 Hamzah Andi.2013. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar. Grafindo.. Hal. 66



Hak-hak tersangka diakui oleh hukum sejak tahap pemeriksaan yang diatur
didalam KUHAP. Tersangka mempunyai posisi yang sama dengan pihak
pemeriksa dalam kedudukan hukum. Disebutkan dalam Bab 1V KUHAP tentang
tersangka dan terdakwa, Pasal 50 sampai Pasal 68 :
1. Hak untuk segera diperiksa dan diadili. (Pasal 50);
2. Hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti
olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya (Pasal 51);

3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau
hakim (Pasal 52);

4. Hak untuk mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat
hukum (Pasal 54);

5. Hak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55);

6. - Hak untuk menghubungi penasihat hukumnya (Pasal 57)

Mengenai siapa Saja yang berhak melaporkan suatu. tindak pidana,
dijelaskan dalam bab XIV (penyidikan) sebagaimana ditentukan dalam Pasal
108, yakni :*

a. Setiap orang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi
korban peristiwa pidana, berhak untuk mengajukan laporan atau
pengaduan kepada penyelidik dan penyidik

b. Setiap orang yang mengetahui pemufakatan jahat untuk melakukan
tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan atau terhadap

jiwa atau terhadap hak milik, “wajib” seketika itu juga melaporkan
hal tersebut kepada Penyelidik atau Penyidik

c. Pegawai Negeri dalam rangka menjalankan tugas yang mengetahui
terjadi peristiwa yang merupakan tindak pidana “wajib” segera
melaporkan hal itu kepada Penyelidik atau Penyidik.

13 M.Haryanto. 2017. Tuntutan Bebas dalam Perkara Pidana. Genta Publishing. Yogyakarta. Hal.45



Di atas telah dijelaskan mengenai siapa saja yang berhak untuk melapor
dan mengadu, selanjutnya akan dijelaskan mengenai siapa saja yang berhak
untuk melakukan penyidikan. Penyidikan tidak terpisah dari penyelidikan.
Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk
mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana
guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang
diatur dalam undang-undang ini. Penyelidik karena kewajibannya mempunyai
wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh
berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal
diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) KUHAP, untuk kepentingan

penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan.

Namun menjamin hak- hak asasi tersangka, perintah penangkapan
tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Penyelidikan yang
dilakukan penyelidik dalam hal "ini tetap harus menghormati asas praduga tak
beralah (presumption of Innocence) sebagaimana disebutkan dalam penjelasan
umum butir 3c KUHAP. Penerapan asas ini tidak lain adalah untuk melindungi
kepentingan hukum dan hak-hak tersangka dari kesewenangan- kesewenangan
kekuasaan para aparat penegak hukum. Selanjutnya kesimpulan hasil
penyelidikan ini disampaikan kepada Penyidik Apabila didapati tertangkap
tangan, tanpa harus menunggu perintah penyidik, penyelidik dapat segera
melakukan tindakan yang diperlukan seperti penangkapan larangan

meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan. Selain itu penyelidik juga



dapat melakukan pemeriksaan surat dan penyitaan surat serta mengambil sidik
jari dan memotret atau pengambilan gambar orang atau kelompok yang
tertangkap tangan tersebut. Selain itu penyelidik juga dapat membawa dan

menghadapkan orang atau kelompok tersebut kepada penyidik.

2. Penyelidikan

Menurut pasal 1 huruf 4 KUHAP Penyelidikan adalah serangkaian tindakan
penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai
tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan
menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Di dalam ketentuan umum KUHAP menjelaskan Penyelidikan adalah
serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu
peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau
tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang
ini. Pengertian dalam Perkap 14/2012 tentang prosedur pnyidikan sama dengan
pengertian dalam KUHAP.

Kegiatan penyelidikan dilakukan untuk mencari dan menemukan
Tindak Pidana. Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan
untuk :

d. menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak
pidana atau bukan;
e. membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan

pelakunya; dan



f. dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.
Penyelidikan terdiri atas beberapa kegiatan diantaranya dijelaskan
dalam Pasal 12 ayat (1) Perkap 14/2012 meliputi:
a. pengolahan TKP
b. pengamatan (observasi)
c. wawancara (interview)
d. pembuntutan (surveillance)
€. penyamaran (under cover)
f. pelacakan (tracking)
g. penelitian dan analisis dokumen.

Sedangkan sasaran penyelidikan meliputi: orang, benda atau barang,
tempat, peristiwa/kejadian dan kegiatan. Prosedur penyelidikan telah tercantum
dan dijelaskan dalam pasal 13 Perkap No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen
Penyidikan Tindak Pidana sebagai berikut:

(1) Petugas penyelidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan, wajib
dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan yang ditandatangani
oleh atasan penyelidik selaku Penyidik.

(2) Petugas penyelidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan
kepada pejabat pemberi perintah.

(3) Laporan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) disampaikan secara tertulis, atau lisan yang ditindaklanjuti dengan
laporan secara tertulis paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh

empat) jam.



Dari penjelasan di atas “penyeilidikan” merupakan tindakan tahap
pertama permulaan “penyidikan”. Penyelidikan bukan merupakan tindakan
yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan
salah satu metode/acara atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului
tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan,
penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat - pemanggilan, tindakan
pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Jadi, sebelum
dilaukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat
penyidik, dengan maksud dan tujuan menngumpulkan “bukti permulaan” atau
“bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.

Menurut Harahap, dengan penegasan dan pembedaan antara
penyelidikan dan penyidikan menghasilkan:*

a.  Telah tercipta penahapan tindakan guna menghindarkan cara-cara
penegakkan hukum nyang tergesa-gesa seperti yang dijumpai pada
masa-masa yang lalu. Akibat dari penindakan yang tergesa-gesa
dapat menimbulkan sikap dan tingkah laku aparat penyidik
kepolisian yang tergelincir kearah ~mempermudah = dan
menganggap sepele nasib seseorang yang diperiksa

b. Dengan adanya tahapan penyelidikan, diharap tumbuh sikap hati-
hati dan rasa tanggungjawab hukum yang lebih bersifat manusiawi
dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum. Menghindari cara-
cara penindakan yang menjurus kepada mengutamakan pemerasan
pengakuan daripada menemukan keterangan dan bukti-bukti.
Apalagi jika pengertian dan tujuan penahapan pelaksanaan fungsi
penyelidikan dan penyidikan dihubungkan dengan pasal 17,
semakin memperjelas pentingnya arti penyelidikan, sebelum
dilanjutkan dengan tindakan penyidikan, agar tidak terjadi
tindakan yang melanggar hak-hak asasi yang merendahkan harkat
dan martabat manusia.

14 M. Yahya Harahap. 2012. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi ke-2, Sinar Grafika,
Jakarta. Hal 32.



Sesuai dengan Pasal 4 KUHAP yang berwenang melaksanakan fungsi
penyelidikan adalah: “setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia”.
Tegasnya: penyelidik adalah setiap pejabat Polri, Jaksa atau pejabat lain tidak
berwenang melakukan penyelidikan. Kemanunggalan fungsi dan wewenang
penyelidikan berungsi:

a. Menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat
siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan.

b. Menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat
penegak hukum, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih seperti
yang dialami pada masa HIR.

c. Juga merupakan efisiensi tindakan penyelidikan ditinjau dari segi
pemborosan jika ditangani oleh beberapa instansi, maupun
terhadap orang yang diselidiki, tidak lagi berharap dengan berbagai
macam tangan aparat penegak -hukum dalam penyelidikan.
Demikian juga dari segi waktu dan tenaga jauh lebih efektif dan
efisien.

d. Dengan adanya tahapan penyelidikan, diharap tumbuh sikap hati-
hati dan rasa tanggungjawab hukum yang lebih bersifat manusiawi
dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum. Menghindari cara-
cara penindakan yang menjurus kepada mengutamakan pemerasan
pengakuan daripada menemukan keterangan dan bukti-bukti.
Apalagi jika pengertian dan tujuan penahapan pelaksanaan fungsi

penyelidikan dan penyidikan dihubungkan dengan pasal 17,
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semakin memperjelas pentingnya arti penyelidikan, sebelum
dilanjutkan dengan tindakan penyidikan, agar tidak terjadi
tindakan yang melanggar hak-hak asasi yang merendahkan harkat
dan martabat manusia.
C. Kejaksaan
1. Pengertian Jaksa

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Nomor 4401. Pasal 2 UU Kejaksaan menyebutkan bahwa Kejaksaan
Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan
negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut
Jaksa. Pasal 1 UU Kejaksaan menyebutkan bahwa Jaksa adalah pejabat
fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undanguntuk bertindak sebagai
penuntut umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
PengertianJaksa dan Penuntut Umum berdasarkan Undang-undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu:
1.  Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini
untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-
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undang ini untukmelakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan

hakim.

Oleh karena kedudukannya tersebut maka dalam melakukan penuntutan,

Jaksa wajib mengambillangkah-langkah sebagai berikut :

1.
2.

a ks

7.
8.
9.

Menerima dan memeriksa berkas;

Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada
penyidikan segera mengembalikan berkas pada penyidik dengan
memberikan petunjuk-petunjuk untuk kesempurnaan;
Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan, atau
penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah
perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;

Membuat surat dakwaan;

Melimpahkan perkara ke pengadilan;

Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan
persidangan dengan disertai panggilan, kepada terdakwa maupun
saksi-saksi;

Melakukan penuntutan;

Menutup perkara demi kepentingan hukum;

Melakukan tindakan lain dalam ruang lingkup dan tanggung jawab
sebagai penuntut umum;

10." Melaksanakan penetapan hakim.'®

Jaksa berwenang menjadi penuntut umum dan melaksanakan putusan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap (eksekusi). Jaksa itu pejabat yang

mempunyai kewenangan melakukan penuntutan, sedangkan Penuntut Umum

adalah Jaksa yang sedang diberi tugas melaksanakan tugas penuntutan di depan

sidang pengadilan.’® Penuntut umumlah yang dapat melaksanakan penetapan

hakim sedangkan jaksa lain (bukan penuntut umum) yang oleh undang-undang

tidak diberi wewenang sebagai penuntut umum tidak bisa melakukan penuntutan

dan melakukan eksekusi. Jaksa yang bertugas di luar penuntutan maka ia tetap

15 Barda Nawawi Arief. 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Kencana. Jakarta. 2010. Hal.79
16 Abdurahman Saleh. 2006. Media Informasi Masyarakat Hukum. Kejaksaan Agung R.I. Jakarta. Hal 15.
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disebut jaksa. Jadi dengan demikian, jaksa belum tentu penuntut umum tapi
penuntut umum sudah pasti jaksa.Meskipun antara jaksa dan penuntut umum
seolah-olah dibedakan namun sebagai pejabat pemerintah yang bernaung di
bawah alat kekuasaan pemerintah yaitu kejaksaan, keduanya tetap menjadi satu
karena setiap saat seorang jaksa dapat menjadi penuntut umum atas perintah
atasannya.

Tugas Jaksa selain di bidang penuntutan adalah sebagai Jaksa Pengacara
Negara, Eksekutor putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain. Kejaksaan sebagai
pengendali proses perkara (Dominus Litis), mempunyai kedudukan sentral dalam
penegakan hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan
suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang
sah- menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan selain sebagai penyandang
Dominus Litis, juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana
(executive ambtenaar).l’ UU Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran
Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan
kekuasaan negara dibidang penuntutan, dalam melaksanakan fungsi, tugas dan
wewenangnya terlepas dari- pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh
kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam

melaksanakan tugas profesionalnya.

17 Harkristuti Harkrisnowo. 2001. Menyoal Independensi Kejaksaan Agung Beberapa Catatan pemikiran.
Kumpulan Makalah Komisi Hukum Nasional. Jakarta. Hal 40.
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2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Indonesia adalah negara hukum yang menjamin keadilan dan ketertiban
masyarakat sehingga dibutuhkan penegak hukum yang mampu menjalankan
tugasnya dengan semestinya. Jaksa memilki kedudukan sebagai aparat penegak
hukum sehingga jaksa memilki wewenang dalam melakukan penuntutan tanpa
ada campur tangan oleh pemerintahan. Wewenangan dan kedudukan jaksa
adalah ~melakukan penuntutan, pengawasan dan penyidikan. Sehingga
wewenang ini memberi kedudukan bagi jaksa selaku penuntut umum sekaligus
penyidik maupun dalam melakukan eksekusi.

Pada KUHAP pasal 14 di jelaskan wewenang yang dimiliki oleh Penuntut
Umum yang terdiri dari:

a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik
atau penyidik pembantu;

b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan
dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4),
dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan
dari penyidik;

c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau
penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah
perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;

d. Membuat surat dakwaan;

e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;

f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan
hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik
kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang
yang telah ditentukan;

g. Melakukan penuntutan;

h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;

i. Mengadakan tindakan lain dalam ruang lingkup tugas dan tanggung
jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-undang ini;

j. Melaksanakan penetapan hakim.8

18 ihat. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 14.
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Dalam KUHP juga mengatur kedudukan Jaksa selaku penuntut umum tetapi

dalam pasal 14 jaksa tidak memiliki wewenang sebagai penyidik sehingga

tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dikarenakan pada pasal

tersebut mengatur sistem tertutup. Tugas dan wewenang kejaksaan berdasarkan

pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan republik

Indonesia:

1) Bidang Pidana

a.
b.

C.

Melakukan penuntutan;

Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap;

Melakukan  pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana
bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas
bersyarat;

. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan

undang-undang;

Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang
dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

2) Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum

a.
b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;

S

d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan

e.
f.

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
Pengawasan peredaran barang cetakan;
masyarakat dan negara;

Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

3) Pada bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa
khusus dapat bertindak untuk dan atas nama negara atau
pemerintahan.t®

Dalam menjalankan tugasnya selaku penuntut umum Kejakasaan Negeri

memiliki tugas dan wewenang yang terdapat pada 30 UU Nomor 16 tahun 2004

dengan tugas utama jaksa penuntut umum adalah menegakkan keadilan bagi

korban dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan

191 ihat Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004, Pasal 30.
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mempertimbangkan aspek kesusilaan demi perikemanusian dan norma-norma
agama. Berdasarkan pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Penuntut
umum dapat memohon kepada hakim agar terdakwa dapat ditempakan seperti
rumah sakit, tempat perawatan jiwa maupun tempat yang layak sesuai denga
kondisi terdakwa dikarenkan kondisi terdakwa yang kurang maupun tidak
mampu lagi untuk berdiri maupun yang dapat membahayakan keadaan sekitar
maupun masyarakat sekitarnya. Pada pasal 32 juga menyebutkan bahwa
kejaksaan juga dapat menerima bantuan dari lembaga atau instansi lainnya
untuk mempermudah © tugasnya sekaligus wewenangnya untuk dapat

mempermudahkan tugas kejaksaan dalam memeriksa saksi dan alat bukti.

3. Kedudukan Jaksa Sebagai Penyidik

Istilah penyidikan merupakan padanan kata yang berasal dari bahasa
Belanda yakniopsporing, dari bahasa Inggris yakni investigation. Penyidikan
suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian opsporing (Belanda)
dan investigation (Inggris) atau penyiasatan atau siasat ( Malaysia).% Selain
Polri dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang memiliki wewenang melakukan
penyidikan, Jaksa juga memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan tindak
pidana tertentu yang diatur dalam UU Kejaksaan. Kedudukan Jaksa dalam
penyidikan tindak pidana tertentu sebagaimana telah dijelaskan bahwa

wewenang Jaksa adalah bertindak sebagai Penuntut Umum dan sebagai

20 Andi Hamzah.2008. Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 120.
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eksekutor. sementara tugas penyidikan ada di tangan Polri, sebagaimana diatur
dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana meyebutkan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang
khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana menyebutkan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik
dalam hal dan menurut cara yang diaturdalam undang-undang ini untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itumembuat terang tentang tindak
pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. UU Kejaksaaan
berwenang untuk - melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu
berdasarkan undang-undang. = Kewenangan Kejaksaan ini contohnya
kewenangan yang  diberikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Misalnya dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan diberi wewenang
sebagai penyidik dalam kasus tindak pidana korupsi yang menegaskan bahwa
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak

pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku,
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kecuali ditentukan dalam undang- undang ini.
D. Tinjauan Umum Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal
yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.?

Menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga
pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai
organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang
teroganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi,
yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-
undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan
dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan
pelayan masyarakat.??

Pengertian kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang
Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan
dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,
serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

dalam rangka tereliharanya keamanan dalam negeri.>

21 H. Pudi Rahardi, 2007, Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri], penerbit Laksbang
Mediatama, Surabaya. Hal. 53.

22 Sadjijono, 2006, Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi,
Laksbang Pressindo, Yogyakarta. Hal. 6.

2 |bid.

18



2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi “fungsi kepolisian
adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan
dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan
pelayanan dalam masyarakat”.

Berdasarkan deminsinya, fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni
dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian
terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.?* Fungsi
kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-
undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan
kuasa hukum vyaitu: (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi
hukum publik; (2) lingkungan kuasa orang; (3) lingkungan kuasa tempat; dan (4)
lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang
oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan
kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang
diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya
masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-
undang yang menjadi dasar hukumnya.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaanpekerjaan

tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada

24 H. Pudi Rahardi, Op.Cit,. Hal. 58.
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manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya,
sehingga dari waktu kewaktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan
masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata
kehidupan masyarakat.?

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga kemanan dan
ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam
rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi
yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan
dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.

b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk
memulihkan  keamanan - dan  ketertiban masyarakat, memelihara
keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan
perlindungan dan  pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya
perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau
membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran
hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:

1) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan

untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai

2 |bid.
2 Awaloedi Djamin, 1995, Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan, POLRI,
Bandung. Hal. 255.
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tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan
penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

2) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta
mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok
Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. Menegakkan hukum;
c. Memeberikan —perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada

masyarakat.

Tugas kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya di
masyarakat juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni kepolisan bertugas :

a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan
memberantas- menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara
keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memeberikan
perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan

masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
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b.

Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan
pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum
Acara Pidana dan peraturan Negara lainnya.

Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang daat membahayakan
masyarakat dan negara.

Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh

suatu peraturan negara.

Menurut pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas

pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum bertugas:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap
kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban
dan kelancaran lalu lintas di jalan;

Membina masyarakat untuk ~meningkatkan partisipasi masyarakat,
kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap
hukum dan Peraturan Perundangundangan;

Turut serta dalam pembinaan hukum masyarakat;

Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap
kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk

pengamanan swakarsa;
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7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana
sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan
lainnya;

8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,
laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas
kepolisian;

9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan
lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau atau bencana
termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi
hak asasi manusia;

10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum
ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;

11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepenti-
ngannya dalam lingkup kepolisian; dan

12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Kewenangan polisi dalam rangka menyelenggarakan tugasnya
secara umum tercantum pada Pasal 15 ayat (1), Kepolisian Negara Republik

Indonesia berwenang untuk :

1) Menerima laporan dan atau pengaduan;
2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat
menganggu ketertiban umum;

3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
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4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam
persatuan dan kesatuan bangsa;

5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan
administrasi kepolisian;

6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan
kepolisian dalam rangka pencegahan;

7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

8) Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang;

9) Mencari keterangan dan barang bukti;

10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Keterangan Kriminal Nasional;

11) Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam
rangka pelayanan masyarakat;

12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan
pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

13) Menerima dan menyimpan barang temuan sebagai barang bukti untuk

sementara waktu.

4. Kedudukan Kepolisian Sebagai Penyidik
Kepolisian Republik Indonesia  memiliki wewenang dalam hal
penyelidikan dan- penyidikan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Wewenang polisi

selaku penyelidik dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1), yaitu :

1) Menerima laporan atau pengduan dari seseorang tentang adanya tindak

pidana;
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2) Mencari keterangan dan barang bukti;
3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta
memeriksa tanda pengenal diri dan;

4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Wewenang polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan

dirumuskan dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP, yaitu :

1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak
pidana;

2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;

3) Menyuruh berhenti seseroang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri
tersangka;

4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

5) Melakukan pemeriksaan dan peyitaan surat;

6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara;

9) Mengadakan penghentian penyidikan;

E. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu
pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan
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1)
2)
3)

4)

hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan
yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan
atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.?’

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai
bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum
adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa
memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang
dapat memperkirakakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum
tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan
hukum tanpa diskriminasi.?® Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat
dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai
kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai
pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu
tujuan dari hukum.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto
sebagaimana dikutip oleh Sidharta, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi

tertentu mensyaratkan sebagai berikut :

Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah
diperoleh (accesible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;

Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan- aturan
hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;

Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu
menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;

Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan
aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan

27 Riduan Syahrani. 1999. Rangkuman Intisari llmu Hukum. Bandung. Citra Aditya Bakti, H. 23
28 Moh. Mahfud MD. Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
Mahkamah Konstitusi Jakarta. 8 Januari 2009
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5

sengketa hukum; dan
Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan
bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian
hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat.
Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang
sebenarnya (realistic legal certainly), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan
antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa
hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya
dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.?® Walaupun kepastian hukum erat
kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum
bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan
keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya
sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam
memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu
mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan

negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.*

29 Sudikno Mertokusumo. 2007. Mengenal Hukum Suau Pengantar. Yogyakarta. Liberty.

Hal. 160.

30 Fernando M. Manulang. 2007. Hukum Dalam Kepastian. Bandung. Prakarsa. Hal. 95.
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1)

2)
3)
4
5
6)

8)

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam
perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa,
sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya
kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Lon Fuller dalam bukunya The Morality Of Law (1971 : 54-58)
mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak
terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata
lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai
berikut
Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan
putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;

Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;

Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;

Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;

Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;

Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
Tidak boleh sering diubah-ubah;

Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian
dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan
multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum
harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga
siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu
dengan vyang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi
sumberkeraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang

mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan

kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban
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setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.
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